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WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR: 25 TAHUN 2015 

TENT ANG 

TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALOPO 
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH (PD) KOTA PALOPO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

. .r-.. ··- 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Pera tu ran Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo Kepada 
Perusahaan Daerah (PD) Kota Palopo maka perlu 
menetapkan Peraturan Walikota Palopo tentang Tata Cara 
Pembayaran Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palopo 
Kepada Perusahaan Daerah Kota Palopo. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 
1. Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4168); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2. 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
3. tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
4. 2004 tentang · Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
5. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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Pasal 3 

Penyertaan modal Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

dapat diberikan secara bertahap atau sekaligus sesuai kemampuan keuangan 

daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

BAB III 

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL 

DALAM BENTUK UANG 

Pasal 4 

( 1) Pembayaran uang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a, diajukan sccara tertulis oleh Dircktur Utama PD Kota Palopo 

kepada Walikota untuk mcndapatkan persetujuan setelah mendapatkan 

pertimbangan Kepala Dinas PPKAD selaku PPKD. 

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi : 

a. Rencana Kerja Anggaran Pcrusahaan (RKAP) 

b. Surat Keputusan Pengangkatan Direktur PD Kota Palopo; 

c. Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal; 

d. Rencana Penggunaan Dana; 

(3) Besaran Penyertaan modal Pemerintah Kata untuk Tahun Anggaran 2015 

ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 5 

(1) Setelah adanya Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (3), PPKD menerbitkan SPM dengan melampirkan dokumen yang terdiri 

atas: 

a. Surat Penyediaan Dana (SPD); 

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Direktur PD Kota Palopo; 

d. Peraturan walikota tentang Tata Cara Pembayaran Penyertaan Modal 

kepada PD Kota Palopo; 

e. Keputusan Walikota tcntang Penctapan Besaran Penyertaan Modal kepada 

PD Kota Palopo; 

f. Fakta Integritas; 

g. Serita Acara Penerimaan Dana; 

h. Surat Kcputusan Pengangkatan Direktur PD Kata Palopo; 

i. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP); 

J. Rekening Penempatan Dana Penyertaan Modal; dan 

k. Rencana Penggunaan Dana; 
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(2) Bilamana pada SPM tcrdapat kcsatahan dan/atau dokumen yang 

dipersyar-atkan scbagairnaria dimaksud pada ayat (2) dinyatakan ticlak 

lengkap, maka BUD mc,,gcmbalikan SPM untuk dilakukan pe rbai kari 

dan/atau dilengkapi paling lambat l (satu) hari sejak diterimanya SPM dari 

PPKD. 

(3) Setelah BUD mener-ima SJ"JM, BUD mcncrbirkan SP2D untuk mcrnransfer dana 

penyertaan modal dari rckcriing Kas U,num Dacrah ke rckcni ng Ka s PD !(ota 

Palopo. 

Pasal 6 

Laporan pcrtanggungjawaban kcuangan atas pcla ksanaan dana pcnycrtaan modal 

dilaksanakan sesuai kc ten tu an pcraturan pcrundang-undangan dan rnerupakan 

bagian ya11g tidak tcr pisahkan dari laporan kcuangan Pcmcrin tah Kota. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

(I) Hal-ha I yang bclum diatur dalam pcraiuran 1n1, sepanjang terkait 

pelaksanaannya ditetapkan kcrnudian dcngan Kcpu tusa n Walikota. 

(2) Peraturau ini bcrtaku scjak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetal,uinya, rncmer'in ta h ka n pcngundangarmya ctcngan 

pcncmpatannya dalam Serita Dacrah Kora Palopo. 
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Diundangkan di Palopo 

pada tanggal 27 Juli 2015 

Ditetapkan di Palopo 

pada tanggal 27 Juli 2015 

WALIKOTA PALOPO, 

, JUDAS AMIR 

AERAH 

MUHAMMAD KASIM ALWI 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 25 TAIIUN 2015 


